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KEPUTUSAN PIt.INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 700/} / 2020/ITKAB

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu
area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk
mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat
fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu disusun dan ditetapkan Keputusan
Plt. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat tentang
Penetapan Peta Proses Bisnis di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Atas Laporan Kinerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Peta Proses Bisnis yang akan menjadi acuan di
lingkungan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penjabaran Peta Proses Bisnis dijabarkan pada lampiran Surat
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatu akan diubah sebagaimana seharusnya,
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 September 2020

Plt. Inspektur
Kabupat in Barat,

Pembina‘Tk. 1
NIP. 19651030 199203 1 006
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 700/17. /2020/ITKAB
TANGGAL . 25 SEPTEMBER 2020
PETA PROSES BISNIS

INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Reformasi  birokrasi merupakan  prioritas utama  pelaksanaan
pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik dan
terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara
yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata
pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang
terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam
pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang
digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang
berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi
yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja.

Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang
mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam
mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja
yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai
dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan.

Peta proses bisnis mengumpulkan seluruh informasi dengan melibatkan
seluruh elemen organisaasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan proses
bisnis yang disusun. Peta proses bisnis dapat digunakan untuk melihat potensi
masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi
penyempurnaan proses menjadi lebih terarah,

Selain itu peta proses bisnis menjadi standar pelaksanaan pekerjaan
sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas
pelaksanaan pekerjaan. Inspektorat sebagai salah satu instansi pemerintah di
lingkungan pemerintah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat wajib menyusun
peta proses bisnis berdasarkan tugas dan fungsinya, dan menjadi salah satu faktor
suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Ruang lingkup

penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di Inspektorat.
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PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

'Sasaran 2 : Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
pemerintahan

Indikator: Nilai SAKIP Kabupaten

Sasaran 3: Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP)
SO KEPALA DAERAH Indikator: Maturitas SPIP

Tujuan: Terwujudnya sistem pengawasan internal yang berkualitas

1. Maturitas SPIP

2. Nilai SAKIP Kabupaten

S1 INSPEKTORAT

S e e e S S | = e

1. Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level

| 1. Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat

3 (terdefinisi) |
| 2. Per peningh kualitas per  atas | | | daersh
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
- —pada SOPNdan dib h —

| 3. Persentase rekamendasi hasil pemeriksaan internal|
| dan eksternal yang telah ditindaklanjuti

1. Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi) pada wilayah | - IV o
3. Parsentas peningl s pengs chae altabilitas perlzvzlengara‘:n i :‘eer::;:pt:lsle e:’eerlpse;nuhlnya dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam ; :::::'t.z: 'Pemenghar': ::l:r:r:m ad)mlnlsg:: mtoun.  Pertentase petenthan teyanan peninghatan pengermbergen
1 pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya pada wilayah |-V . Persentase SDM APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan Prasarana Aparatur; sistemn pelaporan capaian kinerja dan keuangan
$3 IRBAN DAN; - 3 ;mmrekomndasl hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti pada profesi; 3. Persentase pemenuhan layanan peningkatan disiplin aparatur ;
SEKRETARIAT 1 4, Persentase rekomendasi hasil pemerlksaan eksternal yang telah ditindaklanjut! pada . Persentase terlaksananya kegiatan saber pungli. 4. ::;s:;\;: t;:;.rv\anuhan layanan peningkatan kapasitas sumber
silavah LI\ 4 %
} 1
!
1. Jumlah SOPD yang telah menerima pendampingan dan 1. Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil
evaluasi SPIP pada wilayah I-IV; pemeriksaan 1. Jumlah dokumen tersusun;
2. Jumiah Laporan Hasll Pengawasan pada wilayah I-IV; internalnya pada wilayah 1= IV; 2. Jumiah SOM APIP yang menglkuti pelatihan dan 1. Jumish laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisas!
S4 JFT DAN 3. Persentase ditindaklanjutinya kasus pengaduan di lingkungan 2. Jumlah laporan inventarisasi temuan pengembangan kompetensi profesi; 2 r::g;?::o?an keuangan akhir tahun,
SUBBAG pemerintah daerah selama 1 tahun pada wilayah I-1V; hasil pengawasan; 3. Jumlah terlaksananya kegiatan saber pungli. Liumlah paket/surat yang terkirim; Waktu peny jasa sumber daya air dan . '
4. Persentase ditindaklanjutinya kasus pengaduan pada wilayah 3. Jumlah laporan evaluasi tindak lanjut listrik;Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan
pemerintahan dibawahnya selama 1 tahun pada wilayah I-1V; temuan hasil pengawasan. peri ;Jumiah jasa yang di kan; Jumlah jasa kebersihan kantor
5. Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksaan yang disediakan; Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan; Jumlah alat tulis
internalnya pada wilayah I - IV. kantor yang disediakan; Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan; Jumlah
instalasi listrik/| ag; kantor yang di k Jumlah peralatan
dan perl kantor yang k Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan;
Jumlah orang yang disediak dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah; Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan; Jumlah
peralatan gedung kantor yang Jumlah mebeleur yang diadak: Jumlah gedung
kantor yang dipelihara; Jumlah kendaraan dinas/ | yang Jumlah
perlengkapan gedung kantor yang dipelihara; Jumlah peralatan gedung kantor yang
P a; Jumlah pakaian dinas beserta per yang diadak Jumlah orang

yang fleuti b teknis impl peraturan perundang
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Indikator Sasaran 1.1
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Indikator Sasaran 1.2




-9-







Indikator Sasaran 1.3




-12-







=14~

‘Sasaran 2










“Indikator Sasaran Penunjang 2
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Indikator Sasaran Penunjang 1
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Sasaran Penunjang
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